BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 58 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK/ONLINE

Menimbang

Mengingat

SINGLE SUBMISSION DI KABUPATEN KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik

kepada masyarakat pada bidang pelayanan perizinan sehingga
dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel, maka perlu
mengembangkan sistem pelayanan perizinan secara elektronik
dan terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS);

. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan melalui

Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dari sistem
pelayanan pemerintahan di Kabupaten Kendal sesuai ketentuan
Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik sehingga dapat berjalan dengan tertib, maka perlu
mengatur Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik/Online Single Submission di Kabupaten Kendal,

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik/Online Single Submission di Kabupaten Kendal,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
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. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 6215);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diuabah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012
tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2012 Nomor 6 Seri E No.5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 98 );

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun
2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PERIZINAN
BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK/ONLINE
SINGLE SUBMISSION DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal.

2.Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan  urusan = pemerintahan  yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Kendal.

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disebut dengan DPMPTSP adalah Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kendal.

5. Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik
atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat
OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan
lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku
Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

6. Pemohon adalah perorangan atau badan hukum yang
mengajukan permohonan pelayanan perizinan dan non
perizinan untuk menyelenggarakan usaha atau kegiatan di
Daerah.

7.Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari pemerintah daerah kepada seseorang atau
pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang
dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan
dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau
sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau
didengar melaiui komputer atau sistem elektronik, termasuk
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tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,
rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode
akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

9.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau
terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan
sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK

Pasal 2

Pelayanan  perizinan secara elektronik di Daerah
dilaksanakan secara terintegrasi melalui sistem OSS.

Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan untuk menyederhanakan dan mempercepat
pelayanan perizinan dalam satu kesatuan sistem yang
terintegrasi antara :

a. DPMPTSP;

b. perangkat daerah terkait;

c. instansi pemerintah pusat; dan
d. instansi lainnya.

BAB III

MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN
SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Pengajuan Permohonan Izin Secara Elektronik

Pasal 3

Pengajuan permohonan izin oleh pemohon secara elektronik
dilakukan melalui sistem OSS dilakukan dengan mengakses
https://oss.go.id/oss/.

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disertai dengan mengunggah dokumen
persyaratan permohonan sesuai dengan jenis izin yang
diajukan secara lengkap dan benar.

Dokumen persyaratan yang telah diunggah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dicetak oleh pemohon dan
disampaikan kepada Kepala DPMPTSP untuk diproses lebih
lanjut sesuai Standar Operasional Prosedur dan Standar
Pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Penandatanganan Izin Secara Elektronik
Pasal 4

Dokumen persyaratan yang telah diproses sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), selanjutnya diverifikasi
oleh pejabat struktural yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang perizinan di lingkungan DPMPTSP yang dilakukan
secara berjenjang.
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(2) Berdasarkan dokumen persyaratan yang telah diverifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMPTSP
menandatangani dokumen perizinan secara elektronik.

Bagian Ketiga
Dokumen Perizinan Elektronik
Pasal 5

(1) Dokumen perizinan yang telah ditandatangani secara
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dicetak atau dikirimkan kepada pemohon dalam bentuk file
format Portable Document Format (PDF) melalui e-mail.

(2) Dokumen perizinan dalam bentuk file format Portable
Document Format (PDF) yang dibubuhi tanda tangan secara
elektronik yang valid merupakan dokumen perizinan dan
perizinan yang otentik.

BAB IV

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 6

Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan perizinan
secara elektronik melalui sistem OSS ditetapkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 8 Oktober 2019

BUPATI KENDAL,
cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd
MOH. TOHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2019 NOMOR 59



